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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) lahir pada tanggal 29 Agustus
1945 menjadi lembaga negara sebagai fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Untuk membantu jalanya fungsi tersebut dibutuhkan sistem pendukung yaitu Sekretariat Jenderal
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan Peraturan
nomor 26 tahun 2020 adalah aparatur pemerintah yang di dalam menjalankan tugas dan fungsinya
berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat.
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mempunyai tugas mendukung
kelancaran pelaksanaan wewenang di bidang persidangan, administrasi, dan keahlian.

Sebagai upaya penanaman nilai-nilai dasar bagi seluruh aparatur sipil negara (ASN) di
Indonesia, terdapat sebuah gagasan core values ASN yaitu BerAKHLAK merupakan kepanjangan
dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

Untuk menerapkan core values BerAKHLAK, dibutuhkan kegiatan pelatihan dasar kepada
calon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang nantinya akan dilaksanakan kegiatan aktualisasi. Pada
laporan aktualisasi ini akan membahas gagasan kreatif yang diharapkan dapat menjadi solusi dari
salah satu isu yang terjadi di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Inedonesia yaitu “Belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan
langsung”. Nantinya akan dibuat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan
Langsung (Si Pedang) sebagai aplikasi yang memudahkan pengadaan langsung dalam pemantauan
dan evaluasi di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia.
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B. Dasar Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2022 dan
penyusunan laporan Rancangan Aktualisasi :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2018 tentang Lembaga Administrasi Negara

3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara No. 10 Tahun 2018 Tentang Pengembangan
Kompetensi Pegawai Negeri Sipil

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil

5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

6. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan
Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

7. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 24 Tahun
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik
Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer

9. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 93/K.1/PDP.07/2022 tentang
Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

10. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 94/K.1/PDP.07/2022 tentang
Kurikulum Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil



33

C. Tujuan
Tujuan pelaksanaan aktualisasi :

1. Menerapkan nilai ASN BerAKHLAK yaitu Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif.

2. Menerapkan unsur manajemen ASN dan SMART ASN untuk menunjang Smart Government di
lingkungan Sekretariat Jendral Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

3. Membantu meningkatkan kinerja ASN khususnya unit Pusat Teknologi Informasi khususnya di
bidang pengadaan

D. Manfaat
Manfaat Aktualisasi :

1. Optimalisasi kinerja ASN bagian pengadaan di unit Pusat Teknologi Informasi dalam
pembuatan, pemantauan, dan evaluasi sebuah pengadaan.

2. Peningkatan integritas dan profesionalisme dengan adanya akutalisasi sebagai bentuk
implementasi dalam ASN BerAKHLAK, dan diharapkan dapat membantu dalam efisiensi kinerja
ASN.
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BAB II

PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Unit Kerja
Berdasarkan Peraturan Sekretariat Jenderal DPR RI nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan

Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Rencana Strategis Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
Tahun 2020-2024, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung pelaksanaan tugas dan
wewenang dari DPR RI, memiliki visi dan misi yang mendukung visi DPR RI

Visi :
1. Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi
Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Misi :
1. Terwujudnya dukungan persidangan, administrasi, dan keahlian yang prima bagi Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan yang profesional, baik, dan bersih
3. Terwujudnya pusat data dan informasi legislasi yang lengkap

B. Struktur Organisasi
Berdasarkan peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia, Pusat Teknologi Informasi (Pustekinfo) merupakan unsur di lingkungan
Sekretariat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal yang
dipimpin oleh Kepala Pusat.

Berikut adalah Struktur Organisasi unit Pusat Teknologi Informasi :

Gambar 1 Struktur Organisasi Pusat Teknologi Informasi
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C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta
Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan

tata laksana teknologi informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan
multimedia, dalam jenjang Pranata Komputer Ahli Terampil sesuai dengan pedoman yang berlaku
agar pelaksanaan tugas berjalan lancar.

Uraian Tugas :

a. Melakukan penggandaan data;

b. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan yang terjadi pada sistem
jaringan lokal (local area network);

c. Melakukan pencatatan infrastruktur teknologi informasi;

d. Melakukan pemasangan kabel untuk infrastruktur teknologi informasi;

e. Melakukan pemeliharaan perangkat teknologi informasi end user;

f. Melakukan deteksi dan/atau perbaikan terhadap permasalahan perangkat teknologi
informasi end user;

g. Melakukan perekaman data dengan pemindaian;

h. Melakukan perekaman data tanpa validasi;

i. Melakukan validasi hasil perekaman data;

j. Melakukan perekaman data dengan validasi;

k. Membuat query sederhana;

l. Melakukan konversi data;

m. Melakukan kompilasi data pengolahan;

n. Melakukan perekaman data spasial;

o. Melakukan uji coba program multimedia interaktif;

p. Melaksanakan tugas lain terkait yang diberikan oleh atasan; dan

q. Membuat konsep laporan kerja kepada atasan secara berkala dan setiap waktu diperlukan.
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BAB III
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu
A.1 Isu Ke-1 : Belum adanya pemisahan antara server produksi dan server
Pengembang

a. Kondisi saat ini di Pustekinfo adalah perubahan dan pengembangan pada aplikasi masih
dilakukan pengkodean langsung di server produksi.

b. Dampak yang akan terjadi bila dibiarkan adalah menjadinya hambatan untuk pengguna
yang menggunakan layanan aplikasi, gangguan pada pengguna apabila menemukan
kerusakan ketika sedang dilakukan perubahan atau pengembangan, ancaman komplain
dan kerugian berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung, dan tantangan untuk
perbaikan dalam pengkodean di server yang terpisah.

c. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam lingkup kecil dan mengerucut adalah individu
pengguna yang menemukan sejumlah kerusakan aplikasi, sedangkan dalam lingkup besar
dan luas adalah nama baik instansi Setjen DPR RI.

A.2 Isu Ke-2 : Belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan langsung
a. Kondisi saat ini di Pustekinfo adalah belum adanya sebuah sistem informasi yang
menyediakan pelayan dalam hal pemantauan dan evaluasi pengadaan langsung.

b. Dampak yang akan terjadi bila dibiarkan adalah menjadinya hambatan untuk pengguna
yang ingin melacak atau memantau perkembangan dari pengadaan langsung, gangguan
pada pengguna apabila ingin dilakukan evaluasi belum ada sistem yang menampilkan
visualisasi data, ancaman tidak efisien dan kurang optimal dalam melakukan pengadaan
langsung, dan tantangan untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan dan
perkembangan bidang pengembangan.

c. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam lingkup kecil dan mengerucut adalah individu yang
ingin melakukan pemantauan pada data-data pengadaan langsung, sedangkan dalam
lingkup besar dan luas adalah efisiensi unit kerja di Pusat Teknologi Informasi.

A.3 Isu Ke-3 : Belum adanya format standar dan petunjuk teknis pengkodean
a. Kondisi saat ini di Pustekinfo adalah belum adanya format standar yang dapat menjadi
panduan pengembang dan petunjuk teknis pengkodean dari masing-masing aplikasi.

b. Dampak yang akan terjadi bila dibiarkan adalah menjadinya hambatan pengembangan
aplikasi yang berkelanjutan apabila pengembang mengalami pergantian atau perubahan
personil, gangguan pada pengembang baru tidak mengerti teknis pengkodean dari
pengembang sebelumnya , ancaman aplikasi tidak dapat diwarisi, dan tantangan untuk
mengadakan standar dan juknis pada pengkodean.

c. Pihak-pihak yang akan terlibat dalam lingkup kecil dan mengerucut adalah individu
pengembang baru dan pengembang lama, sedangkan dalam lingkup besar dan luas unit
kerja PUSTEKINFO dalam mengurus tenaga teknis pengembang aplikasi.
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B. Penetapan Isu Prioritas
B.1 Teknik Analisis Isu

Teknik tapisan isu menggunakan teknik USG yaitu Urgency (U), Seriousness (S), dan Growth
(G). Urgency adalah seberapa mendesak sebuah isu, Seriousness adalah seberapa rumit sebuah isu,
dan Growth adalah seberapa besar isu tersebut.

Berikut merupakan detail dari indikator masing-masing keterangan USG:

Tabel 1 Keterangan Urgency

Tabel 2 Keterangan Seriousness
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Tabel 3 Keterangan Growth

B.2 Pemilihan Isu Prioritas
Berdasarkan identifikasi, terdapat 3 isu yang akan ditapis menggunakan teknik tapisan isu

USG:

No Isu Kriteria Jumlah
NilaiU S G

1 Belum adanya pemisahan antara server produksi dan

server pengembang

3 5 1 9

2 Belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan langsung 4 4 2 10

3 Belum adanya format standar dan petunjuk teknis

pengkodean

2 3 2 7

Tabel 4 Matrik Pemilihan Isu Prioritas dengan Analisis USG

Berdasarkan Analisis USG tersebut di atas, maka isu yang dipilih adalah “Belum efisienya
pemantauan pada bagian pengadaan langsung”.

C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu
Teknik analisa penyebab yang akan digunakan adalah Mind Mapping. Adapun beberapa

keterangan aspek yang ada pada Mind Mapping yang digunakan yakni:

Orang : Individu yang terlibat dalam isu, faktor yang menentukan kemunculan isu berdasarkan yang
dialami oleh beberapa atau sebagian dalam sebuah lingkungan.
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Lingkungan : Tempat kejadian dimana isu tersebut muncul, faktor terjadinya kemunculan isu berupa
area suatu tempat dan individu-individu di dalamnya.

Keamanan : Ketentuan yang menjaga orang, benda, dan lingkungan yang ada di sekitarnya agar tetap
berjalan semestinya, faktor yang memungkinkan suatu isu dapat bermula.

Gambar 2 Mindmap Analisis Isu

Penyebab Isu :

Kesulitan dalam pengadaan, hal tersebut muncul di ketiga aspek. maka demikian menjadi core issue
yang akan dibahas. Penyebab dari munculnya Kesulitan dalam pemantauan adalah :

- sistem aplikasi pemantau belum ada.

- individu masih menggunakan sistem manual.

Dampak Isu :

Suatu pengadaan langsung membutuhkan pemantauan dan evaluasi, hal tersebut dilakukan secara
manual dan belum memiliki sistem aplikasi. Hal ini tentu berdampak buruk bagi individu maupun
organisasi. Salah satunya:

- kinerja kurang maksimal.

- pemantauan sulit.

D. Gagasan Pemecahan Isu
Berdasarkan analisis isu sebelumnya “Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung”
ini adalah beberapa gagasan kreatif :

- Perancangan SRS untuk aplikasi yang akan dibuat.

- Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung.
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BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

A. Rancangan Aktualisasi

Unit Kerja : Pusat Teknologi Informasi
Identifikasi Isu : Belum adanya server khusus untuk pengembangan,

Belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan langsung,
Belum adanya format standar dan petunjuk teknis pengkodean

Isu yang Diangkat : Belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan langsung
Gagasan Pemecahan Isu : Pembuatan aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung

Matrik Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

1 Perancangan dan
perencanaan Aplikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung

1. Konsultasi dengan
coach dan mentor

2. Pembuatan System
Requirement
Specification

1. Catatan coach
dan mentor

2. Dokumen SRS
berisi flowchart,
use case diagram,
atau ERD

3. Dataset dan
spesifikasi dari
bagiang pengadaan
langsung

Akuntabel : merancang
sistem dengan tanggung
jawab

Kolaboratif : analisa
kebutuhan dengan bagian
kerja lain untuk
pengumpulan data

Terwujudnya tata kelola
kelembagaan yang
profesional, baik, dan bersih

Perancangan dan Perencanaan
merupakan salah satu
penguatan nilai Akuntabel

Pengumpulan data dan
kebutuhan, bersama dengan
bagian lain juga penguatan
nilai Kolaborati

2 Pembuatan Aplikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi

1. Konsultasi dengan
coach dan mentor

1. Catatan coach
dan mentor

Loyal : menjaga
kerahasiaan data

Menjadi Sekretariat Jenderal
yang Profesional dan
Modern dalam mendukung

Pembuatan aplikasi sangat
rentan terhadap bocornya data
yang bersifat rahasia, maka
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No Kegiatan Tahapan Kegiatan Output / Hasil Keterkaitan Substansi
Mata Pelatihan

Kontribusi Terhadap
Tusi/Tujuan Organisasi

Penguatan Nilai Organisasi

Pengadaan Langsung 2. Pembuatan
database

3. Pembuatan API

4. Pembuatan UI/UX

2. Database dibuat

3. Aplikasi dibuat

Kompeten : Menambah
pengalaman dan ilmu baru

Visi Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

penguatan nilai Loyal dan
Kompeten diperlukan

3 Pengujian Aplikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung

1. Konsultasi dengan
coach dan mentor

2. Pengujian dan
evaluasi alur aplikasi

1. Catatan coach
dan mentor

2. Perbaikan
aplikasi

Adaptif : fleksibel
terhadap perubahan dan
kerusakan teknis

Terwujudnya pusat data dan
informasi legislasi yang
lengkap

Aplikasi yang mengalami
perubahan secara fleksibel
menguatkan nilai Adaptif

4 Sosialisasi Aplikasi
Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung

1. Konsultasi dengan
coach dan mentor

2. Kolaborasi dengan
rekan kerja untuk
bimbingan teknis

1. Catatan coach
dan mentor

2. Dokumentasi
testimoni

Harmonis : menerima
kritik saran yang diberi
dari pengguna

Berorientasi Pelayanan :
melayani pengguna
dengan aplikasi baru siap
pakai

Terwujudnya tata kelola
kelembagaan yang
profesional, baik, dan bersih

Sosialisasi aplikasi pada
pengguna dapat menguatkan
nilai Berorientasi Pelayanan
dan Harmonis

5 Pembuatan Laporan
Akhir

1. Konsultasi dengan
coach dan mentor

2. membuat laporan
akhir

1. Catatan coach
dan mentor

2. Laporan akhir

Akuntabel : bertanggung
jawab dengan pekerjaan

Terwujudnya dukungan
persidangan, administrasi,
dan keahlian yang prima
bagi Dewan Perwakilan
Rakyat Republik Indonesia

Laporan adalah hasil
pertanggung jawaban yang
menguatkan nilai Akuntabel

Tabel 5 Matriks Rancangan Aktualisasi
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B. Jadwal Kegiatan
JADWAL KEGIATAN AKTUALISASI

Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS SEPTEMBER
III IV V I II III

1. Perancangan dan Perencanaan Aplikasi Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung
a) Pembuatan System Requirement Specification
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

2. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Konsultasi dengan coach dan mentor
b) Pembuatan database
c) pembuatan UI/UX
d) Pembuatan Service / Controller / Function

3. Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Pengujian dan evaluasi alur aplikasi
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

4. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Kolaborasi dengan rekan kerja untuk bimbingan teknis
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

5. Pembuatan Laporan Akhir
a) membuat laporan akhir
b) konsultasi dengan coach dan mentor

Tabel 6 Matrik Jadwal Rencana Kegiatan Aktualisasi
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BAB V
PELAKSANAAN AKTUALISASI

A. Jadwal Kegiatan Aktualisasi
Matrik Jadwal Kegiatan Aktualisasi

No Kegiatan/
Tahapan Kegiatan

AGUSTUS SEPTEMBER
III IV V I II III

1. Perancangan dan Perencanaan Aplikasi Sistem Informasi
Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung
a) Pembuatan System Requirement Specification
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

2. Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Konsultasi dengan coach dan mentor
b) Pembuatan database
c) pembuatan UI/UX
d) Pembuatan Service / Controller / Function

3. Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Pengujian dan evaluasi alur aplikasi
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

4. Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi
Pengadaan Langsung
a) Kolaborasi dengan rekan kerja untuk bimbingan teknis
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

5. Pembuatan Laporan Akhir
a) Membuat laporan akhir
b) Konsultasi dengan coach dan mentor

Tabel 7 Matriks Pelaksanaan Aktualisasi

B. Penjelasan Tahapan Kegiatan
Warna pada tabel menjelaskan beberapa keterangan dalam jadwal kegiatan antara lain,

Kuning dikerjakan sesuai jadwal, Hijau dikerjakan tidak sesuai jadwal, Birutidak dikerjakan sesuai
jadwal.

B.1 Perancangan dan Perencanaan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan
Evaluasi Pengadaan Langsung
a) Pembuatan System Requirement Specification : Dikerjakan sesuai jadwal, untuk acuan
pembuatan aplikasi maka rancangan harus dibuat terlebih dahulu.

b) Konsultasi dengan coach dan mentor : Dikerjakan sesuai jadwal.
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Gambar 3 Flow Chart Pengadaan Langsung yang terdapat pada SRS
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Gambar 4 Use Case Diagram yang terdapat pada SRS

Gambar 5 ERD yang terdapat pada SRS

B.2 Pembuatan Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan
Langsung
a) Konsultasi dengan coach dan mentor : Dikerjakan sesuai jadwal.

b) Pembuatan database : Dikerjakan sesuai jadwal, membuat tabel database.
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c) Pembuatan UI/UX : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal hingga jadwal yang ditentukan,
tampilan yang digunakan sempat berubah dan mengikuti arahan mentor.

d) Pembuatan API / Controller / Action : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal hingga melebihi
jadwal yang ditentukan, pengerjaan inti aplikasi mengalami banyak perubahan serta bentrok
dengan Dinas Luar.

Gambar 6 Tabel tahapan

Gambar 7 Tabel jenis_pengadaan

Gambar 8 Tabel pengadaan

Gambar 9 Tabel dokumen
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Gambar 10 Tampilan Dashboard

Gambar 11 Tampilan Pengadaan Langsung
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Gambar 12 Tampilan Tabel Master/Referensi

Gambar 13 Tampilan Tabel Dokumen Per Tahapan
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Gambar 14 Tampilan Input Data

B.3 Pengujian Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan
Langsung
a) Pengujian dan evaluasi alur aplikasi : Dikerjakan sesuai jadwal hiingga melebihi jadwal yang
ditentukan, Perbaikan evaluasi memerlukan waktu lebih banyak karena bentrok dengan tugas
lainya.

b) Konsultasi dengan coach dan mentor : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal.

Gambar 15 Mentoring dan Evaluasi Alur Aplikasi

B.4 Sosialisasi Aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan
Langsung
a) Kolaborasi dengan rekan kerja untuk bimbingan teknis : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal,
Sosialisasi dilakukan bersamaan dengan Pengujian dan Evaluasi.

b) Konsultasi dengan coach dan mentor : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal.
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Gambar 16 Sosialisasi dengan Pejabat Pengadaan dan Senior Prakom

B.5 Pembuatan Laporan Akhir
a) Membuat laporan akhir : Dikerjakan sesuai jadwal

b) Konsultasi dengan coach dan mentor : Dikerjakan lebih cepat dari jadwal

C. Stakeholder
Pada pelaksanaan aktualisasi berkaitan dengan pembuatan aplikasi Sistem

Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Langsung Pusat Teknologi Informasi
Sekretariat Jenderal DPR RI melibatkan pihak-pihak.

Pihak-pihak tersebut antara lain:

1. Kepala Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai pimpinan di
Pusat Teknologi Informasi yang memiliki kewenangan persetujuan aktualisasi yang akan
dijalankan

2. Kepala Bidang Sistem Informasi dan Infrastruktur Teknologi Informasi, sebagai
penyedia Kerangka Acuan Kerja

3. Pejabat Pengadaan, sebagai acuan referensi data dan kolaborasi proses bisnis

4. Mentor, sebagai pemberi arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan aktualisasi

5. Pranata Komputer di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI, sebagai
penguji coba aplikasi dan testimoni terhadap aplikasi

D. Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala
No Kendala Strategi

1 Waktu untuk menyelesaikan aktualisasi yang
singkat

Manajemen waktu dan memaksimalkan
pengerjaan
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2 Framework yang terpasang pada sistem
sudah terlalu usang

Beradaptasi dengan cepat dan tepat

E. Analisis Dampak
Dampak yang terjadi ketika aktualisasi ini dilaksanakan adalah dapat memberikan

kemudahan terhadap pegawai di Sekretariat Jenderal DPR RI khususnya kepada pegawai
yang ada di unit Pusat Teknologi Informasi beserta unit-unit yang ada di dalamnya.

Adapun ketika aktualisasi ini tidak dilaksanakan adalah kinerja yang tidak
maksimal pada bagian bagian pengadaan langsung.
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BAB VI
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Isu yang ditetapkan adalah “belum efisienya pemantauan pada bagian pengadaan

langsung” di Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal DPR RI. Untuk mengatasi isu
tersebut, muncul gagasan pemecahan isu untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara
membuat aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Evaluasi Pengadaan Lansung sebagai
aplikasi pemantauan pada bagian pengadaan langsung.

Pelaksanaan aktualisasi dilakukan dengan lima tahapan kegiatan. Pada masing-masing
tahapan kegiatan terdiri atas perencanaan dan perancangan aplikasi, pembuatan aplikasi,
pengujian aplikasi, sosialisasi aplikasi, dan pembuatan laporan akhir aktualisasi.

Pada pelaksanaan tahapan kegiatan aktualisasi mengandung core values ASN yaitu
Ber-AKHLAK yang merupaklan singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel,
Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif serta memiliki kontribusi terhadap visi
Sekretariat Jenderal yaitu Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam
mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B. SARAN
Guna meningkatkan efisiensi kinerja dan memudahkan atasan untuk melakukan

pemantauan dan evaluasi terhadap pengadaan langsung. Diharapkan aplikasi ini dapat
digunakan tidak hanya pada Pusat Teknologi Informasi, namun juga dapat dikembangkan lagi
untuk dapat digunakan oleh unit lain di Sekretariat jendral DPR RI.
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LAMPIRAN
1

https://s.id/IbnuLatsarEviden

Bukti kegiatan aktualisasi

https://s.id/IbnuLatsarEviden
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LAMPIRAN
LAINYA

Laporan Aktualisasi Minggu Ke 2
Laporan Aktualisasi Minggu Ke 3
Laporan Aktualisasi Minggu Ke 4

Form Pengendalian Coach
Form Pengendalian Mentor
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